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ABSTRAK

Pelaksanaan permohonan hak atas tanah di sekitar bantaran sungai di Kota Surakarta, Suparno, SH,
123 halaman, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan, kajian tentang hak milik atas tanah, tanah
Negara, tanah bantaran sungai, Program Pascasarjana Universilas Diponegoro Semarang.

Dalam tesis ini penulis membahas masalah dalam penelitian ini adalah :
dasar pertimbangan diberikannya sertifikat tanah dan bagaimana pelaksanaan
permohonan hak atas tanah Negara yang terletak di sekitar bantaran sungai dari
hak menguasai Negara menjadi tanah hak milik perscorangan di Kelurahan
Semanggi dan Kelurahan Gilingan Kota Surakarta, hambatan yang timbul dan
bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan permohonan hak atas tanah
Negara yang terletak di sekitar bantaran sungai di Kelurahan Semanggi dan
Kelurahan Gilingan Kota Surakarta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif
dengan cara yuridis sosiologis, sedangkan spesifikasi penelitian adalah diskriptif
analitis berarti suatu penelitian dengan memaparkan suatu gejala yang akan diteliti
yang terjadi dimasyarakat dengan memberikan data seteliti mungkin.

Pertimbangan diberikannya rekomendasi oleh Walikota Surakarta adalah
permohonan sudah lama menempati daerah tersebut; pemohon mau ditata untuk
mengﬁindari lingkungan dari kekumuhan; menurut hasil pengukuran tim teknis
tata kota, daerah tersebut diluar sempadan sungai; pemohon telah taat pada
peraturan dan sanggup menjalankan kewajiban; daerah tersebut layak dijadikan
tempat hunian; lokasi tersebut dapat lebih produktif dalam menghasilkan PAD
kota Surakarta, lokasi tersebut memiliki sifat tanah yang keras; aman dari daerah
banjir dan tidak berbahaya bagi daerah lain; sesuai dengan RUTK bahwa daerah
tersebut difungsikan untuk tunggal sungai.

Ketidéksempumaan nilai tanah akan akan mendorong mekanisme
pengalokasian tanah secara tidak adil dan tidak merata. Faktor penghambat di
dalam pelaksanaan pemindahan hak milik atas tanah adalah adanya sikap warga
yang kurang percaya terhadap beberapa warga yang telah terpilih sebagai panitia,
Mereka kurang percaya karena mereka menduga bahwa panitia yang terbentuk

tersebut pasti akan menggelapkan uang yang telah mereka kumpulkan.
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ABSTRACT

Application of land property rights in river rims of Surakarta, Suparno, SH, 123 pages,
Thesis, Semarang, Magister Program of Notary study of land property rights, state-owned land,
river rims, Post Graduate Program, Diponegoro University, Semarang.

In this thesis, the writer studied research problem: the consideration base
used in approving land certificate and how the application of state-owned land in
the river rims to be personal property rights in Semanggi and Gilingan of
Surakarta runs, and the obstacles that emerged and what was the solution in
handling of application of state-owned land in the rivers rims in Semanggi and
Gilingan of Surakarta.

In this research the writer used qualitative method by judicial-sociological
approach, in spite of specific research is an analytic descript which research
explain phenomena, it will be happen in society by giving the accurate file.

The characteristic of the research found was the consideration in
approving the recommendation by major of Surakarta is that the applier had been
the old resident of the land; the applier was willing to be managed to abandon the
dirty area of city; according to the result of survey by master plan team, the land is
out of the river; the applier was willing to follow the regulation and run the duties;
the land was proper to be settlement; the land had potentials to be productive in
adding genuine local revenue (PAD) of Surakarta, the land had hard character, the
land was free of flood and had not dangers threaten other areas; the land was as
regulated by Master Plan to be functioned to be a sole river.

The imperfection of values of the land will motivate the mechanism of
land allocation in a way not judiciously and not fairly. The obstacle factor in
transferring land property rights is the people attitude that didn’t trust the
committee. The people didn’t trust because they assumed that the committee

created must corrupt the money they collected.

vii



DAFTAR ISI

Halaman
BALAMAN JUDUL ..oovirurceiemrrmrsssessssasmasmassssassssas s s s i
HALAMAN PENGESAHAN ....oovnvmmmmrmmssn s ii
HALAMAN PENGANTAR ..ot essees iii
ABSTRAK .ooeereevsrereesssrssssssssssessissasastosssasssmsasssssssasarsssassssasssssssiessssas st sisessases vi
ABSTRACT o veereeemseseressassesesscsecntassssssasasassssassd s s acs s st s vii
DAFTAR IST oooeeecvsreeeraessrsrcssersbeasssssesensissas st s sn s ssass s pisessenenss viii
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..o 1
B. Perumusan Masalah ... 4
C. Tujuan Penelitian ...t 4
D. Manfaat Penelitian.......eereeerrrmisimrenccsnsnssmsmsneessmisss e 5
E. Sistematika Penulisan TEsIS ....coverecrmsrivimmmmsrmserminmmissenanes 5
BAB T TINJAUAN PUSTAKA
A. HUKUM TANAH NASIONAL....cocoimvmmiiinismn st 7
A.1. Pengertian Hukum Tanah NaSIONAl ...eevveiecrrrreremresreninennessins 7
A.2. Undang-Undang Pokok Agraria.......ccuerermcssrmisonenee: 11
A.3. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah......oooooovcurinininisensenees 12
. HAK MENGUASAI NEGARA ..ot 18
B.1. Pengertian Hak MengUasai.....ccoveeimmmmasnisssmississsannes 19
B.2. Tanah Yang Dikuasai Negara ... 21
B.3. Terciptanya Hak Menguasai dari Negara .........cccooovervinnes 22
. TEORI TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UUPA 23
C.1. Pengertian Hak Milik.....coovveeiioiiiii s 23
C.2. Pemilik Hak atas Tanah ........corvverimmmennin s 27
C.3. Terjadinya Hak Milik atas Tanah ... 28
. PERATURAN TENTANG STATUS TANAH NEGARA
DI SEKITAR SUNGAL....ccocirtereceininnmrrsrerinsesisses s 30

viii



E. TINJAUAN HUKUM TENTANG TERJADINYA TANAH HAK

1,10 D11 <R TU UV ORI SPI R MT R R R L 32
E.l. Tinjauan Hukum Adat tentang Hak Milik atas Tanah........... 32
E.2. Tinjauan Hukum Pertanahan tentang Peralihan Tanah
Negara Menjadi Tanah Hak MiliKeoeeoeeeniinesmeresnnees 36
F. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)..oetrirmmreessensimsiisssssmsscstusissssssssassacseess 43
F.1. Pengertian BPHTB ..coeeiinimnsirin s 43
F.2. Peristiwa Timbulnya Perolehan Hak atas Tanah dan
BANGUNAN ...occrrvereemreressssssssonsessisrasassssssss b sttt 44
F.3. Prinsip-prinsip BPHTB ..ccoiiiiinrinen e 45
F.4. Obyek dan Subyek BPHTB. ... 48
F.5. Wajib Pajak BPHTB ..ot sencinenes 53
G. PENEGAKAN HUKUM DALAM PERTANAHAN....coocovevmnen. 56
BAB 11l METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode PendeKatan ......ccoueveeviermresrereessssinmsmsasssnsssa s 63
B. Spesifikasi Penelitian.......ooccorwiiimimiimmsrnmniimsisii s 66
C. Populasi dan Sempel.. ..o 66
D. Jenis dan SUmMber Data ...cc..coevermiineemrniaennsissees i 68
E. Teknik Pengumpulan Data .....cvcoreviimiensieii s 69
1. Wawancara atau INTErVIEW .....ccvvvveeenrsererenass b 69
2., ODSEIVASL ..vevveeverrrererecresiernmrsesssrrssesrmssssnrrrsssaes SOOI 70
3. Studi Kepustakaan dan DOKUMEN ... 71
F. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data ..o 72
G. ANAliSiS DA ..oevveeireermiriieeriae st s 73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN...coooveeninnieisnniene 74
A.1. Monografi RT 03/V1 Kelurahan Semanggi........coooereercrene 74
A.1.1. Keadaan Geografis ......covvvvmmnevmniemnnninnnnsacs 74
A.1.2. Keadaan Demografi.......covvevemeennesconnnnniinnnn: 74
A.2. Monografi RW XV Kelurahan Gilingan ... 78

ix



A2.1. Keadaan Geografis ... 78
A2.2. Keadaan Demografl......ccoovveinmimieenimreaesnees
B. DASAR PERTIMBANGAN DIBERIKANNYA SERTIFIKAT
TANAH DAN PELAKSANAAN PERMOHONAN HAK ATAS
TANAH DI SEKITAR BANTARAN SUNGAI MENJADI
TANAH HAK MILIK DI KELURAHAN SEMANGGI DAN
KELURAHAN GILINGAN ....oooiminirmemsanimnssssnis e 82
B.1.1. Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah Di Sekitar
Bantaran Sungai Menjadi Tanah Hak Milik Di Kelurahan

SEIANEET 1ovvervvrrreriresserssrissaserms s 82
B.1.2. Dasar Pertimbangan Pemberian Sertifikat untuk Kelurahan

SEMANEET cvveereeermersenssnsiers et e 93
B.2.1. Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah Di Sekitar

Bantaran Sungai Menjadi Tanah Hak Milik Di Kelurahan

GHENZAN 1.voreveeecasnrsssseessesssssi s s e 101
B.2.2. Dasar Pertimbangan Pemberian Sertifikat untuk

Kelurahan GilINgan ... 110

C. HAMBATAN DAN PENYELESAIAN DALAM PELAKSANAAN
PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI SEKITAR BANTARAN
SUNGAI DI KELURAHAN SEMANGGI DAN KELURAHAN

GILIINGAN . coeeeeseeeteeeeteatesessenesee ba s e s s o s st s b e rs st n s 115
C. 1. HAMDALAN <veeeeeereiverceresieeseeiobsnssessrssssssrerass s sses s 115
C.2. PENYEIESAIAN ..cvvreiiammresnneni st s 116
BAB V PENUTUP
A KESIMPULAN Lottt 117
B. SARAN-SARAN ...cocotieriereieereme i et 119
DAFTAR PUSTAK A . .coeieeieereeieirecsreneeeirnss s s s st sa e ssa s s 120
LAMPIRAN-LAMPIRAN




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-
hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.
Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah
meninggal pun masih tetap berhubungan dengan tanah. Hubungan manusia
dengan tanah sering digambarkan dengan suatu peribahasa masyarakat Jawa
"Sedumuk bathuk senyari bumi, ditohi pecahing d.;:l_da utahing ludira, den
]akoni tekan pati", artinya bahwa tanah mempunyai nilai yang sangat penting
bagi kehidupan manusia sehingga setiap jengkal tanah akan dipertaruhkan
sampai titik darah yang penghabisan. Sangat berartinya ténah ini menimbulkan
peristiwa pendudukan tanah negara oleh rakyat di beberapa tempat.

Peristiwa pendudukan tanah-tanah oleh rakyat yang terlibat dalam
sengketa agraria sebenarnya merupakan akibat dari fidak dilaksanakannya
program ekonomi politik yang kita kenal sebagai land reform di Indonesia.
Hakekat dari perebutan lanah-tanah (ersebut adalah mencegakkan klaim atas
hak milik terhadap tanah yang disengketakan, yang pada masa lalu umumnya
diambil dan dirampas dengan sewenang-wenang dari para petani pemilik
tanah. Dengan program land reform, sebenarnya dimaksudkan untuk menata

kepemilikan dan kepenguasaan atas sumber agraria paling penting yakni tanah,



supaya lebih adil dan merata.! Hal ini juga dialami oleh masyarakat Surakarta
yang berada di wilayah bantaran sungai Kelurahan Semanggi dan Kelurahan
Gilingan. Di Kelurahan Semanggi terdapat masalah pertanahan yang harus
diperhatikan dan diperlukan adanya kebijaksanaan dari pemerintah. Kasus
yang terjadi di Kelurahan Semanggi adalah terdapat beberapa tanah negara di
sekitar bantaran sungai yang belum dikelola. Adapun letak tanah tersebut di
dekat tanggul yang sebenarnya digunakan sebagai penahan banjir. Di tanah
negara tersebut beberapa orang penduduk Semanggi mendirikan bangunan
rumah tembok (permanen). Rumah-rumah tersebut didirikan oleh penduduk
dengan pengertian bahwa rumah tersebut didirikan tanpa memiliki sertifikat
tanah yang resmi. Padahal, sertifikat itu sangat penting sebagaimana
dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Pasal 1 aj/at (20) disebutkan :
Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan
hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku
tanah yang bersangkutan.’
Bérdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (20} di atas maka masyarakat yang mendirtkan

bangunan rumah tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah

yang kuat dan dilindungi oleh hukum.

! Erfan Faryadi, 2004, Konsep dan Arti Pentingnya Land Reform Dalam Agenda Reformasi,
Makalah untuk Diskusi, Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Budaya,
Media Presindo (Penerbit). Hal.l.

* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaflaran Tanah, Pasal | ayat (20).



Dalam kasus di atas maka pendirian bangunan rumah ini secara
yuridis tidak dapat dibenarkan bahkan boleh dikatakan penduduk Semanggi
yang menempati dan mendirikan bangunan di bantaran sungai tersebut telah
melanggar peraturan keagrariaan. Karena melanggar peraturan, maka
pemerintah seharusnya memberi sanksi dengan menindak sesuai dengan
hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi yang terjadi sebaliknya
yaitu pemerintah kota Surakarta tidak menindak atau memberi sanksi tetapi
membiarkan bahkan pada akhirnya memberikan rekomendasi atau memberi
ijin pada masyarakat tersebut untuk mensertifikatkan tanah yang dikuasainya.

Kasus yang kedua adalah di Kelurahan Gilingan. Di kelurahan
Gilingan terdapat tanah yang kosong dan tanah tersebut dikuasai oleh Negara.
Adapun letak tanah tersebut di sepanjang Sungai Kalianyar. Oleh beberapa
penduduk tanah tersebut ditanami dengan tanaman rumput gajah untuk pakan
ternak dan beberapa pohon pisang serta tanaman lainnya, mereka merawat
tanaman tersebut dan mengambi! hasilnya. Lama-kelamaan tanah yang
ditanami rumput, pohon pisang dan lain-lain itu akhirnya oleh pemerintah
dikeluarkan sebuah kebijakan bahwa tanah tersebut berubah menjadi tanah hak
milik perseorangan dan bersertifikat tanah.

Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk meneliti dari dekat
proses penyertifikatan tanah tersebut yang terjadi di Kota Surakarta, khususnya
di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Gilingan dengan judul penelitian:
Pelaksanaan Permohonan Hak atas Tanah di Sekitar Bantaran Sungai di

Kota Surakarta.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai proses penyertifikatan tanah di

sekitar bantaran sungai di Kota Surakarta, ada beberapa masalah yang dapat

diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

1.

Apakah dasar pertimbangan diberikannya sertifikat tanah dan bagaimana
pelaksanaan permohonan hak atas tanah yang terletak di sekitar bantaran
sungai dari hak menguasai Negara menjadi tanah hak milik perseorangan
di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Gilingan Kota Surakarta ?

Hambatan apa yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya dalam
pelaksanaan permohonan hak atas tanah yang terletak di sekitar bantaran

sungai di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Gilingan Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Pada umumnya penelitian yang diadakan pasti memiliki tujuan

tertentu sesuai dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis

mempunyai tujuan sebagai berikut:

i.

Mengetahui pelaksanaan permohonan hak atas tanah dan pengaruhnya
yang terletak di sckitar bantaran sungai dari hak menguasai negara
menjadi tanah hak milik perseorangan di Kelurahan Semanggi dan
Kelurahan Gilingan Kota Surakarta.

Mengetahui hambatan yang timbul dan penyelesaian dalam pelaksanaan
permohonan hak atas tanah yang terletak di sekitar bantaran sungai di

Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Gilingan Kota Surakarta.



D. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan bisa diambil suatu kegunaan sebagai

berikut:

1. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan
pendidikan hukum, khususnya dalam pengajuan penyertifikatan tanah hak
milik atas tanah negara menjadi sertifikat hak milik oleh kelompok
masyarakat kepada pemerintah.

2. Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat
awam tentang hukum serta pihak—pihak yang terkait dalam penyelesaian

proses penyertifikatan tanah hak milik negara menjadi sertifikat hak milik.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa
tesis yang terbagi dalam lima bab dan setiap bab akan diperinci lagi menjadi
beberapa subbab. Bab Pendahuluan merupakan pengantar, dalam bab ini
diuraikan mengenai latar belakang masalah, alasan pemilihan judul,
pembatasan masalah, perumusan masalah, iujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penelitian. Bab Tinjauan Pustaka di sini akan
menguraikan tentang pengertian hukum tanah nasional, undang-undang pokok
agrarian, penyelenggaraan pendaftaran tanah, kebijasanaan reformasi dibidang
pertanahan. Bab metode penelitian akan menerangkan jenis penelitian, metode

pendekatan, populasi dan sampel, teknik sampel, teknik pengumpulan data, dan




analisis data. Bab hasil penclitian dan pembahasan akan diuraikan mengenai
keadaan geografis gambaran bantaran sungai di Surakarta. Pembahasan berisi
tentang analisis-analisis penulis mengenai gejala-gejala hasil penelitian
berdasarkan teori yang ada. Bab penutup dalam penulisan akan
mengemukakakn kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan

permasalahan yang ada.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Tanah Nasional
A.l. Pengertian Hukum Tanah (Agraria) Nasional

Tanah adalah permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di
bawahnya serta yang berada di bawah air yang dalam penggunaanya sesuai
dengan Pasal 4 Undang-undang No.5 Tahun 1960, yaitu sekedar diperlukan
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah
yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan
lain yang lebih tinggi. Sedangkan seberapa tubuh bumi dan setinggi berapa
ruang yang bersangkutan boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan
penggunaannya dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan
tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya' serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tanah juga meliputi
permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.

Agraria menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (1994) agrarian
berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.®
Maka sebutan agrarian atau dalam bahasa Inggris agaraian selalu diartikan
tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Di Indonesia khususnya
dalam dunia administrasi pemerintah, agrarian diartikan tanah, baik tanah
pertanian maupun nonpertanian. Dalam Undang-undang Pokok Agraria,

agraria diartikan sebagai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di




dalamnya. Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam pasal 48 UUPA,
bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang
mengandung ténaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha
memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan
dengan itu.

Hukum tanah adalah hukum yang mengatur tanah. Dapat juga
dikatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum,
baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan
tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan
yaﬁg konkret dengan tanah.

Hukum Tanah Nasional adalah hukum yang mengatur tentang
sumber daya alam tanah, yang bersumber utama pada hukum adat dan
ketentuan-ketentuan dasarnya ada dalam Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA)Y* Hukum Tanah Nasional selama 40 tahun keberadaannya
membuktikan diri mampu memberikan dukungan pada kegiatan pembangunan
di segala bidang yang memerlukan penguasaan dan penggunaan tanah. Tetapi
Hukum Tanah Nasional juga mengandung kelemahan dalam rumusan isi dan
kelengkapan pengaturannya. Kelemahan tersebut selama era orde baru yang
lalu, yang menyelenggarakan pembangunan berdasarkan kebijakan yang
mengutamakan pertumbuhan, pada kenyataannya memungkinkan pelaksanaan

berdasarkan tafsiran yang menyimpang dari asas dan tujuan ketentuan yang

* Yuwono, Trisno dan Abdullah, Pius, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, Surabaya, Arkola, 1994,




bersangkutan dengan segala akibat yang bersama-sama Kita rasakan sekarang

ini.

Penyumpurnaan itu dilaksanakan dengan mlelengkapi isi UUPA yang
merupakan peraturan dasar Hukum Tanah Nasional dan memperbaiki rumusan
ketentuan-ketentuan dengan suatu peraturan perundang-undangan berbentuk
undang-undang. Segala sesuatunya dengan tetap mempertahankan:

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan rumusan pernyataan para "founding

" father" Negara Kesatuan Republik Indonesia kita dan konstitusinya: Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergnakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,

2. Hukum adat sebagai sumber utamanya dilengkapi dengan lembaga-
lembaga hukum beru dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan
mendatang, juga dalam menghadapi tuntutan era globalisasi dan
pelaksanaan kebijakan pemberian otonomi kepada daerah.

3. Tujuan, konsepsi, asas dasar, lembaga hukum dan sistem serta tata
susunannya, dengan Hukum Tanah Nasional sebagai hukum tanah tunggal
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur hak penguasaan atas
semnua tanah di scluruh wilayah Indonesia, dengan semangat kebangsaan,

kerakyatan, kebersamaan dan keadilan. 3

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Surabaya, Penerbit Djambatan, hal X1V,
¥ Ibid, Boedi Harsono.................. hal. XXV,
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Undang-Undang Pokok Agraria merupakan perombakan total dari
sistem agraria warisan penjajah Belanda. Hak milik perorangan atas tanah
bagi mereka yang berkewarganegaraan Indonesia diakui, akan tetapi
persaingan bebas dalam hal penjualan dan pengalihan tanah tidak diizinkan.
Atas dasar prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sc_)sial, undang-undang ini
m@nggariskan bahwa penggunaan dan penjualan tanah perlu memperoieh
persetujuan masyarakat seperti yang diwakili oleh administrasi kota atau desa.

Undang-Undang Pokok Agraria juga mencakup prinsip dasar berikut ini:

1. Hak utama atas tanah, misalnya hak milik pribadi adalah khusus
untuk warga negara Indonesia;

2. Pemilikan guntai (absentee) tidak dibenarkan, kecuali bagi mercka
yang bertugas aktif dalam dinas negara dan dalam hal pengecualian
lain;

3. Orang-orang yang ckonominya lemah harus dilindungi terhadap
mereka yang kedudukannya lebih kuat. ¢
Dalam hal ini mesti diingat bahwa perjuangan untuk mengubah

ekonomi kolonial menjadi ekonomi yang sungguh-sungguh bersifat nasional
sangat berkaitan erat dengan perjangan agraria, yang tujuan langsungnya
adalah pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-

Undang Pokok Agraria.

5 Selo Soemardjan, “Land Reform di Indonesia™. dalam buku Dwua Abad Penguasaan Tanah: Pola
Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, disunting olch Sediono M.P. Tjondronegoro dan
Gunawan Wiradi. Jakarta; Gramedia, 1984, halaman 106-107,
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A.2. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA}

Indonesia memiliki UUPA yang disahkan pada tanggal 24
September 1960 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno, diundangkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang
Pokok Agraria, disingkat UUPA.

Dengan diundangkannya UUPA pada tanggal tersebut, sejak itu
tanggal 24 September 1960 tercatat sebagai salah satu tanggal dan merupakan
salah satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembaﬁgan
agraris/pertanahan di Indonesia pada umumnya dan pembaharuan Hukum
Agraris/Hukum tanah Indonesia pada khususnya.

Ruang lingkup UUPA (hukum agraria) adalah sebagai berikut:
1. Hukum tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti
permukaan bumi,
2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air,
3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan
alam yang terkandung di dalam air,
4, hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam

yang terkandung di dalam air,
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5. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa
(bukan space law), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-

unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA.

A.3. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah dalam UUPA

Boedi Harsono berpendapat bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian sertifikat sebagai surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu
yang membebaninya,

Efendi berpendapat bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk
menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Dengan
diselenggarakannya pendaftaran tanah, pihak-pihak yang bersangkutan dengan
mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum dari tanah tertentu yang
dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang mempunyai dan beban-
beban apa yang ada di atasnya.

Boedi Harsono berpendapat bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (rechtskadaster atau legal

cadastre). Dalam penjelasan pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut:

T Ibid, Boedi Harsono, «...v.eeveeeeerereenennn, Hal. 8
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1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atau suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain
yang terdaftar agar dengan mudah dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkpentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperluan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya
pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib
adminstrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib adminstrasi
tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan,
pembebasan, dan hapusnya wajib didaftar. 8

i’elaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah
secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang
belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah.

Pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyck pendaftaran tanah dalam

wilayah atau bagian wilayah suatu daerah/kelurahan secara individual atau

% Ibid, Boedi Harsono, .............hal. 74.
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masal. Pendaftaran secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang
bersangkutan atau kuasanya.
Obyek pendafatran tanah dalam Pasal 9 UUPA meliputi :
1. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan dan hak pakai,
2. tanah hak pengelolaan,
3. tanah wakaf,
4, hak milik atas satuan rumah susun,
5. hak tanggungan,
6. tanah negara.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pada Pasal 1, yang
dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Bidang tanah
adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang
tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan

pelaksanannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak atas tanah adalah
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hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah
dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan
satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta
beban-beban lain yang membebaninya.

Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses
pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah
yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang Pendaftaran
Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal.
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Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah,
daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan
yang terjadi kemudian.

Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh
dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi
sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperiuan pengukuran dan rekonstruksi
batas. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik bidang dasar
teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik
bidang-bidang tanah.

Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-
bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Daftar tanah adalah dokumen
dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem
penomoran. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk
daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak
atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan
rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data
yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya. Sertifikat
adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf

¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas
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satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan

dalam buku tanah yang bersangkutan.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang
agraria/pertanahan. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. Kantor Pertanahan
adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau
kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar
umum pendaftaran tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT
adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah
tertentu. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa "Pendaftaran tanah dilaksanakan
berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka."

Pendaftaran tanah bertujuan:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perfindungan kepada pemegang hak
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; |

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dalam Pasal 4 diterangkan bahwa untuk memberikan kepastian dan

perlindungan hukum sebagaimana dimaksud tentang kepastian hukum, pemegang
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hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. Kemudian, untuk melaksanakan
fungsi informasi data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah
susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Selain itu, untuk mencapai tertib

administrasi, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan,

pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan

rumah susun wajib didaftar.

Pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran
tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan
tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang
bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Dalam melaksanakan pendaftaran
tanah, Kepala Kantor Pertanshan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan
Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. PPAT
diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Untuk desa-desa dalam wilayah yang
terpencil, menteri dapat menunjuk PPAT sementara. Peraturan jabatan PPAT

diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

B. HAK MENGUASAI NEGARA

Seperti telah dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa pentingnya
arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali
tidak dapat dipisahkan dari tanah. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa

tanah yang ada itu semakin lama semakin sempit, sedangkan permintaan selalu
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bertambah. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa antara permintaan akan tanah
dengan luas tanah yang tersedia jauh tidak sebanding, dengan demikian sudah
barang tentu nilai tanah akan semakin tinggi.

Keadaan seperti di atas, memicu munculnya berbagai persoalan yang
sangat kompleks mengenai tanah. Apabila penggunaan tanah tidak ada yang
mengatur, keadaan tentu akan kacau. Maka dari itu penggunaan dan pemanfaatan
tanah harus ada yang mengatur. Dalam hal ini, negaralah yang paling tepat untuk
mengatur penggunaan dan pemanfaatan atas bidang agraria tersebut.

Menghadapi seperti di atas, sudah sewajarnya apabila kemudian muncul
berbagai persoalan yang sangat kompleks mengenai tanah. Dalam hal yang
demikian apabila penggunaan tanah tidak ada yang mengatur keadaan tentu akan
kacau. Untuk menghindari kekacauan tersebut, penggunaan dan pemanfaatan
tanah harus ada yang mengatur secara tepat dan dapat mewujudkan kesejahteraan
sosial seluruh rakyat. Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selaku organisasi
kekuasaan seluruh rakyat, negara bertindak dalam kedudukannya sebagai
penguasa dan petugas untuk mengatur setiap masalah pertanahan.

B.1. Pengertian Hak Menguasai Negara
Hak Menguasai Negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA

kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah
Indonesia yang dirinci isi dan tujuannya dalam UUPA No. 5 Tahun 1960

Pasal 2 ayat 3, yaitu :
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Pasal 2 ayat 2 Hak Menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini

memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan pertuntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air dan ruang angkasa.

Sedangkan di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 3
disebutkan : Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara
tersebut pada ayat 2 pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil
dan makmur,

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan tersebut merupakan
pelimpahan tugas negara yang bersifat melayani pﬁb]ik. Oleh karena itu,
berbeda dengan hubungan hukum yang bersifat pemilikan antara negara dan
tanah berdasar domein verklaring dalam hukum tanah administratif pada
waktu sebelum berlakunya UUPA. Sebagaimana diketahui, berbagai domein
verklaring sudah dicabut.

Hak menguasai dari negara yang sebutannya diberikan oleh UUPA
kepﬁda lembaga hukum dan hubungan hukum konkret termasuk bidang
hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa
Indonesia. Dengan demikian, penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia,

sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut, pada tingkatan
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tertinggi dikuasakan kepada negara Republik Indonesia sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat. Subyek Hak Menguasai dari Negara adalah
Pemerintah Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat

Indonesia.’

B.2. Tanah yang Dikuasai Negara

Hak Menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah
Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang sudah ada hak di atasnya dengan
hak-hak perorangan. Tanah-tanah yang dimiliki dengan hak perorangan oleh
UUPA disebut tanah-tanah yang kuasai tidak langsung oleh negara. Untuk
menyingkat pemakaian kata-kata, dalam praktik Administrasi digunakan
sebutan tanah negara. Sudah barang tentu dalam arti yang berbeda benar
dengan sebutan “tanah negara” dalam arti “landsdomein™ atau “milik negara”
dalam rangka domeinverklaring. Tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan
hak-hak atas tanah primer disebut tanah-tanah hak dengan nama sebutan
haknya, misalnya tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Usaha dan lain-lainnya.

Dengan berkembangnya Hukum Pertanahan Nasional lingkup
pengertian tanah-tanah yang di dalam UUPA disebut tanah-tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, yang semula disingkat dengan sebutan tanah-
tanah negara itu, mengalami juga perkembangan. Semula pengertiannya
mencakup semua tanah yang dikuasai oleh negara, diluar apa yang disebut

dengan tanah-tanah hak. Dalam rangka Hak Bangsa dan Hak Menguasai dari

? Ibid, Bambang Harsono..... hal, 274,
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Negara, tidak ada tanah yang merupakan “res nullius”, yang setiap orang
dengan leluasa dapat menguasai dan menggunakannya. Menguasai tanah
tanpa ada landasan haknya yang diberikan oleh negara atau tanpa izin pihak

yang mempunyainya tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana.

B.3. Terciptanya Hak Menguasai dari Negara

Hak menguasai dari negara merupakan pelimpahan tugas
kewenangan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa
Indonesia pada waktu menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk
Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pelimpahan tugas
tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Sebagaimana halnya dengan hak bangsa, hak menguasai dari negara
yang berupa lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret
merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hak menguasai dari negara
sebagai lembaga hukum tercipta pada waktu diciptakan hubungan hukum
konkret tanah di negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Hak
menguasal dari negara sebagai pelimpahan hak bangsa tidak akan hapus
selama negara Republik Indonesia masih ada sebagai negara yang merdeka

dan berdaulat.
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C. TEORI TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UUPA
C.1. Pengertian Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi
sosial.'’ Hak milik oleh UUPA 1960 diatur dalam Pasal-pasal 20-27.

Sementara belum ada undang-undang yang mengatur hak milik yang
berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-
peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang
sebagaimana mirip dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 20 UUPA. Tentu
saja dengan syarat tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan
UUPA dan Peraturan Perundangan lainnya.

A.P. Parlindungan (1978:53) di dalam bukunya “Berbagai Aspek
Pelaksanaan UUPA” mengutip pendapat dari C. Von Vollenhoven
menyatakan bahwa : Menurut C. Von Vollenhoven menerangkan dengan tegas
dalam bukunya De Indonesier en Zijn Grond (orang Indonesia dan tanahnya)
muka 5 dan seterusnya antara lain, bahwa hak milik adalah suatu hak
eigendom timur (Oorsters Eigendomsrecht), yang walaupun tidak berdasar

BW mengandung banyak intin (essentialia) yang sama dengan hak eigendom

menurut bukunya A.P Perlindungan. '’

Jadi, dalam hal ini orang yang mempunyai hak milik dapat bertindak
menurut kehendaknya sendiri asal saja tidak melanggar hukum adat setempat

dan tidak melampaui bata-batas yang didadakan oleh pemerintah. Dalam

1 g, Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 22,
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rancangan UUPA, Panitia Negara Agraria yang dibentuk dengan Keputusan
Presiden Tanggal 6 Mei 1958 Nomor 97/1958 dalam pasal 12 sebagai berikut :
Hak Milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang memberi
wéwenang kepada yang mempunyainya untuk dalam batas-batas yang
didasarkan atas ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan
lainnya serta hukum yang tidak tertulis mempergunakan tanah itu menurut
kehendaknya serta memungut hasilnya asal saja tidak melanggar hak-hak
orang lain."2.

Jadi, dalam hal ini hak milik tersebut diberikan kepada seseorang
secara terkuat dan terpenuh asalkan penggunaannya tidak bertentangan dengan
peraturan yang tertulis maupun hukum adat yang tidak tertulis serta dalam hal
ini juga tidak melanggar hak orang lain. Pengertian hak milik di dalam UUPA
1960 disebutkan “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam
pasal 6”.

Dari pengertian hak milik yang telah diuraikan di atas, dapat kita
tangkap dan dapat kita simpulkan bahwa hak milik adalah hak untuk
menikmati sesuatu kebendaan (tanah) secara terkuat, terpenuh, turun-temurun

dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau

peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa (negara).

1) Turun temurun

' A P Parlindungan, 1978, Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA, Bandung, Alumni. hal. 53.
> Roestandi Ardiwijaya, dalam Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah,
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Artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya orang
yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila
pemiliknya meninggal dunia. 13

2) Terkuat menunjukkan :

a) Jangka waktu hak milik tidak terbatas. Jadi, berlainan dengan
Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan yang jangka
waktunya tertentu.

b) Hak yang terdaftar dan adanya “tanda bukti hak™ : Hak Milik
juga hak yang terkuat karena terdaftar dan yang mempunyai
diberi “tanda bukti hak”. Berarti mudah dipertahankan pihak
lain.

Istilah “terpenuh” dan “terkuat” itu, tidak berarti tidak terbatas,

tetapi dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan orang lain.

Di luar batas-batas itu, seorang pemilik mempunyai wewenang

yang paling luas, ia paling bebas dalam mempergunakan tanahnya

dibandingkan dengan pemegang hak-hak lainnya.

3) Terpenuh artinya :

a. Hak milik itu memberikan wewenang kepada yang empunya,
yang paling luas bila dibandingkan dengan hak yang lain.

b. Hak milik bisa merupakan induk daripada hak-hak lainnya.
Artinya, seorang pemilik tanah dapat memberikan tanah kepada

pihak lain dengan hak-hak yang kurang daripada hak milik:

13 Ibid, K. Wantjik Saleh, ............ hal. 22.
M 1bid, K. Wantjik Saleh, ................ hal
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menyewakan, membagihasilkan, menggadaikan, menggadaikan
tanah itu kepada orang lain dengan hak guna bangunan atau

hak pakai."

c. Hak milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, karena
Hak milik adalah hak yang paling penuh, sedangkan hak-hak
lain itu kurang penuh.

d. Dilihat dari “peruntukannya” hak milik juga tak terbatas,
sedangkan hak guna bangunan untuk keperluan bangunan saja,
hak guna usaha terbatas hanya untuk keperluan usaha
pertanian. Sedangkan Hak Milik bisa untuk usaha pertanian dan
bisa untuk usaha bangunan. Selama tidak ada pembatasan-
pembatasan dari pihak pengusaha, wewenang dari seorang
pemilik, tidak terbatas. Seorang pemilik bebas dalam
mempergunakan tanahnya. Seperti kita ketahui, pembatasan itu

ada yang secara umum yang berlaku terhadap seluruh

masyarakat, di antaranya dirumuskan dalam Pasal 6 UUPA,

| yaitu “tanah mempunyai fungsi sosial”.

Pembatasan itu juga ada yang khusus, yaitu terhadap pemiifik
tanah yang berdampingan, harus saling menghormati tidak boleh satu
pihak merugikan yang lain. Dalam hal ini kita telah mengenal “ajaran

tentang penyalahgunaan hak”.
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C.2. Pemilik Hak atas Tanah

Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, Pasal

21 disebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh :

[S—
.

Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan yang dapat mempunyai
hak milik dan syarat-syaratnya.

3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini
memperoleh hak milik karena pewarisn tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya
undang-undang ini kehilangan kewarganegaraan wajib melepas hak
jtu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut
atau hilangnya kewarganegaraan itu, Jika sesudah jangka waktu
tersebut, lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut
hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dan ketentuan
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

4, Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesia

mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai

tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3

pasal ini.!

Hak milik boleh dipunyai orang, baik sendiri-sendiri atau bersama
dengan orang lain. Badan hukum boleh mempunyai tanah dengan hak
milik, asal sudah ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Badan-
badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 21 ayat 2 ditentukan dalam

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 ialah :

a) Bank-bank yang didirikan oleh negara.
b) Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan

berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958.

5 1pid, Pasal 21, UUPA, 1960.
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¢) Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri

setelah mendengar Menteri Agama.

d) Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah

mendengar Menteri Sosial.'®

C.3. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, Pasal
22 disebutkan bahwa :
(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat
1 ini hak milik terjadi karena :
a) Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b) Ketentuan Undang-Undang,

Jadi Hak Milik terjadi karena :
1) Menurut ketentuan hukum adat
2) Karena ketentuan undang-undang
Ada hak-hak yang dikonversi ménjadi hak milik, yaitu yang
berasal dari :
a) Hak Eigendom kepunyaan badan-badan Hukum yang memenuhi

syarat.

16 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963
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b) Hak Eigendom yang pada tanggal 24 September 1960, dipunyai
oleh WNI tanggal dan dalam waktu 6 bulan datang
membuktikan kewarganegaraannya di kantor KPT.

¢) Hak Milik Indonesia dan hak-hak semacam itu, yang pada

tanggal 24 September 1960, dipunyai WNI atau Badan Hukum

yang mempunyai Syarat sebagai subyek Hak Milik.

d) Hak gogolan yang bersifat tetap. Cara terjadinya Hak Milik atas
ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ini, tidak melalui
suatu pertumbuhan, tetapi terjadi seketika pada tanggal 24
September 1960. Begitu UUPA berlaku hak-hak tersebut di atas
dikonversi menjadi hak milik.

3) Menurut penetapan pemerintah
Lahimya hak milik berdasarkan penetapan pemerintah
memerlukan suatu proses yang berangkai. Proses itu dapat kita bagi
sebagai berikut: mengajukan permohonan, pemeriksaan tanah;
pengeluaran “Surat Keputusan Pemberian Hak Milik”; memberi

batas tanah; membayar “uang pemasukan”; mendaftarkan hak;

membuat surat ukur’; membuat “buku tanah”; menyerahkan
. “sertifikat”.
Proses “lahirnya” hak milik dan hak-hak yang lain terdapat

aturannya dalam dua Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN), yaitu :

1) PMDN No. 3 Tahun 1973 tentang: “Ketentuan-ketentuan Mengenai

Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah”;
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2) PMDN No. 1 Tahun 1977 tentang: “Tata Cara Permohonan dan
Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-bagian Tanah Pengelolaan

serta Pendaftarannya”.

D. PERATURAN TENTANG STATUS TANAH NEGARA DI SEKITAR

SUNGAI

Di negara kita sedang terjadi proses pembangunan. Proses pembangunan
adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah memberikan izin pemanfaatan bantaran sungai kepada
masyarakat untuk digunakan sebagai perumahan dan lahan perkebunan
tanaman semusim seperti pisang, kacang, tomat dan lombok

2. Berdirinya gedung pertokoan (mal) dan pasar pengganti yang terbakar,
mulailah dibangun pompa-pompa air pengambilan bahan baku Industri di

"bantaran sungai, satu-persatu masyarakat pendatang membangun rumah
tidak permanen.

3. Izin penghijauan yang diberikan sebagian dialihtangankan kepada pihak
kedua yang selanjutkan melakukan pembangunan rumah permanen, '’

Muncul anggapan sebagian masyarakat bahwa tanah bantaran adalah
warisan orang tua sehingga ahli waris berhak untuk memiliki. Sampai akhir
bulan November 2004 jumlah bangunan permanen di Gilingan dan Semanggi

telah mencakup angka 1500 buah. Jumlah ini akan terus bertambah seiring

17 Erna Witoelar, Bantaran Kali Dilegalkan, Jakarta, Kompas, 16-6-2000.




